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PUTUSAN
Nomor 1613/Pdt.G/2022/PA.Smd
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

I o (cpat dan tanggal lahir Kota Baru, 17

Agustus 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, Pendidikan Strata |, tempat kediaman
.
I, <ccamatan Sungai
Pinang, Kota Samarinda. dalam hal ini memberikan
kuasa kepada Muhamad Nafis Qurthubi, S.H.I, Advokat
yang berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani RT. 14,
Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai
Pinang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 September
2022 sebagai Penggugat,
melawan
. <ot dan tanggal lahir Sinjai, 14
Agustus 1964, agama Islam, pekerjaan Dosen,
Pendidikan Strata I, tempat kediaman di | Gz
.
Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota
Samarinda. sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di

muka sidang;
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DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 September 2022
telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama, dengan Nomor 1613/Pdt.G/2022/PA.Smd, tanggal 15 September 2022,
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tanggal
pada tanggal 27 Maret 1994, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda

sebagaimana tercatat dalam Kutipan | NN
namun pada | Gz oo Tergugat telah resmi bercerai,

kemudian Penggugat dan Tergugat kembali menikah lagi pada tanggal 14
Juni 2008, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam
Kutipan Akta Nikah IS

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat
tinggal di tempat kediaman bersama di jalan Elang Gang Arahmat, RT. 107,
No. 01, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota
Samarinda selama 14 tahun sampai sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
dikaruniai 3 (tiga) anak bernama:
a. . - di Samarinda, tanggal 20 Februari 1995
b. |GGG =i di Samarinda, tanggal 30 Agustus 2005
c. GG i di Samarinda, tanggal 18 Maret 2013

dan ketiga anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan
Tergugat;

4. Bahwa sejak bulan September tahun 2021 rumah tangga Penggugat dengan
Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus
menerus terjadi perselisihnan dan pertengkaran;

5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan
Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut
awalnya Penggugat ketahui dari perubahan dan sikap perilaku Tergugat,
kemudian Penggugat mengikuti dan mengintai Tergugat kemana Tergugat

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 1613/Pdt.G/PA.Smd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi selama berhari-hari dan Tergugat mengatakan kepada Penggugat
bahwa Tergugat sedang pergi bekerja, namun Penggugat beserta teman-
teman Penggugat menggerebek atau menemukan Tergugat sedang
berduaan dengan wanita lain di dalam kamar di sebuah guest house. Akibat
dari sikap dan perilaku Tergugat tersebut, akhirnya menimbulkan perselisihan
dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat pun
kembali mengajukan perkara perceraian ini untuk yang kedua kali di
Pengadilan Agama Samarinda;

6. Bahwa Penggugat merasa Tergugat telah mengkhianati kepercayaan yang
Penggugat berikan, sehingga sudah tidak ada lagi keinginan Penggugat
untuk meneruskan rumah tangga bersama Tergugat dan karena hal itu pula
sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak pernah
berakhir;

7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat tersebut terjadi pada bulan September tahun 2022, yang akibatnya
Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang dan sejak saat itu antara
Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya
pasangan suami istri yang sah;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan
tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat,
oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama
Samarinda;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada
Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya
sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra yang kedua Tergugat, (| EGcGcTGNGNGN.
) thadap Penggugat, (I
)

3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
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SUBSIDER
Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat
dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi
dengan Mediator Bersertifikat Kamsinah, SH., MH.,sebagaimana laporan
mediator tanggal 4 Oktober 2022, akan tetapi dalam pokok perkara tidak
berhasil;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dalam proses mediasi
tanggal 4 Oktober 2022 telah menanda tangani kesepakatan bersama dalam
hal pemeliharaan dan nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah serta dalam hal
harta bersama yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa ketiga anak, hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama
I - ainda, tanggal 20 Februari 1995, [ EGzN
Willzari, lahir di Samarinda, tanggal 30 Agustus 2005 dan || EGTGcGcGEG
I =hir di Samarinda, tanggal 18 Maret 2013, hak asuhnya diberikan
kepada Penggugat dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk
bertemu dengan ketiga anak tersebut;

2. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah ketiga anak tersebut melalui
Penggugat sebesar Rp. 30. 000. 000 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya
sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri;

3. Bahwa Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat berupa nafkah
iddah sebesar Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah);

4. Bahwa harta bersama diberikan kepada Penggugat dan anak-anak
sebagaimana pernyataan yang dibuat di hadapan notaris Linda Kenari SH.,
MH., tanggal 4 April 2009;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara
tertulis pada pokoknya sebagai berikut:
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- Bahwa Tergugat menyatakan permohonan maaf atas kesalahan terhadap
Penggugat;

- Bahwa Tergugat mengakui semua dalil-dalil gugatan Pengugat;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak
mengajukan replik:

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga tidak

mengajukan duplik lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan

bukti berupa:

A.

Surat:
1. Fotokopi  Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama
Kecamatan |G <ota samarinda, |G
I B bcmeterai cukup dan telah sesuai dengan
aslinya, selanjutnya diberi kode P1;
2. Asli Surat Izin Perceraian dari Universitas Mulawarman Nomor
I 0022, sclanjutnya diberi kode
P2,

B.

Saksi:

1. . 1 52 tahun, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di | GcNG
.|
B <ota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan
keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai teman
Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah lama menikah dan
hidup berumah tangga dalam keadaan rukun, dan dikaruniai 3

(tiga) orang anak;
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- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
mulanya rukun dan harmonis, dan akhir-akhir ini sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat
menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

- Bahwa sejak bulan September 2022 yang lalu antara Penggugat
dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat
dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. I, urmur 30 tahun,

agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di || |Gz
.|
I Kota Samarinda di bawah sumpahnya memberikan keterangan
sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai teman
Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah lama menikah dan
hidup berumah tangga dalam keadaan rukun, dan dikaruniai 3
(tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada
mulanya rukun dan harmonis, dan akhir-akhir ini sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat
menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
- Bahwa sejak bulan September 2022 yang lalu antara Penggugat
dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat
dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi keluarganya di
persidangan, dan mencukupkan keterangan dari orang dekat Penggugat;
Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap

pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;
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Bahwa Tergugat menyatakan kesimpulan sebagaimana dalam berita

acara persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada advokat
dan ternyata advokat tersebut telah melampirkan Kartu Tanda Pengenal
Advokat (KTPA) yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah Advokat
sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor
18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor
07/1/2007 tanggal 11 Januari 2007 tentang KTPA Baru maka Kuasa Penggugat
memiliki legal standing untuk beracara di pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua
belah pihak berperkara agar rukun kembali untuk membina rumah tangga,
tetapi tidak berhasil. Kemudian untuk mengoptimalkan upaya perdamaian,
Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti
proses mediasi, namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil, dengan
demikian maka telah terpenuhi Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989
(Pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006) jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-
undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun
1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tetang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi antara Penggugat dan
Tergugat tidak berhasil dalam pokok perkara, tetapi dalam hal pemeliharaan
dan nafkah anak, nafkah iddah dan harta bersama, antara Penggugat dan

Tergugat telah menanda tangani kesepakatan yaitu sebagai berikut;
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1. Bahwa ketiga anak, hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat bernama

B - di Samarinda, tanggal 20 Februari 1995, | EGzN
B . 2hir di Samarinda, tanggal 30 Agustus 2005 dan | EEGEG

. =hir di Samarinda, tanggal 18 Maret 2013, hak asuhnya diberikan
kepada Penggugat dengan memberikan akses kepada Tergugat untuk
bertemu dengan ketiga anak tersebut;

2. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah ketiga anak tersebut melalui
Penggugat sebesar Rp. 30. 000. 000 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulannya
sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri;

3. Bahwa Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat berupa nafkah
iddah sebesar Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah);

4. Bahwa harta bersama diberikan kepada Penggugat dan anak-anak
sebagaimana pernyataan yang dibuat di hadapan notaris Linda Kenari SH.,
MH., tanggal 4 April 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dalam pokok
perkara tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup
untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu
Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh talak satu
bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan
bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pada awalnya
rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun dalam
perjalanan rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
disebabkan dan berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2022.
Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan
Tergugat diketahui oleh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan wanita
lain. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah sudah tidak ada komunikasi
apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Tergugat
mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
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Tergugat dan sejak bulan September 2022 telah berpisah tempat tinggal.
Tergugat juga menyampaikan permohonan maaf kepada Penggugat atas
kekeliruannya
Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, antara Penggugat dengan

Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam
perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam
rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa meskipun dali-dalil gugatan Penggugat diakui oleh
Tergugat, namun oleh karena perkara perceraian dengan alasan perselisihan
dan pertengkaran, maka sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang
berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat
mengajukan bukti tertulis P1 sampai dengan P2 dan dua orang saksi bernama
N, it
I

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat
berupa P.1, sampai dengan P2, telah diberi meterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, serta telah di-
nazagelen, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 5 Undang-Undang
No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka surat bukti tersebut
harus dinyatakan sah sebagai alat bukti. Selanjutnya surat-surat bukti tersebut
telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P1 adalah adalah fotocopy akta nikah yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat
bukti P1 tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang
sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Penggugat dan

Tergugat terbukti menikah pada tanggal 14 Juni 2008 di Kecamatan
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Samarinda Ulu, Kota Samarinda dan sebagai suami istri yang sah sampai saat
ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Surat Izin dari atasan
Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (Dosen pada Universitas Mulawarman
Samarinda), maka Tergugat telah mendapatkan surat izin/keterangan dari
atasannya untuk melakukan perceraian, sehingga Tergugat telah memenuhi
ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Pasal 3
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendatangkan 2 orang saksi masing-

masing bernama [ -
I <-cua orang saksi tersebut telah memberikan

keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai
berikut:

e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah lama

menikah dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan wanita

lain;

e Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022

dan telah diupayakan damai, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi
Penggugat didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung
saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi
adalah keluarga dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 76 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat
dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka
keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai
pembuktian;
Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan saksi/orang dekatnya

di persidangan dan menyatakan mencukupkan dengan saksi/orang dekat dari
Penggugat;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan dan hal-hal
yang diakui atau yang tidak dibantah Tergugat, maka telah ditemukan fakta
hukum sebagai berikut:

e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah di
Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda tanggal 14 Juli 2008 dan dari
perkawinan itu dikaruniai 3 (tiga) anak || KGKGTcNGNGNGNNEEE.
|

o Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering timbul
perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya pada bulan September
2022, yang menyebabkan terjadinya tempat tinggal sampai saat ini;

e Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita
lain;

e Bahwa selama terjadinya pisah tempat tinggal telah diupayakan oleh
pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, tetapi upaya
tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar
dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka majelis
akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu
perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup
rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP
Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam
menegaskan salah satu alasan perceraian adanya perselisihan dan
pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi
untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu;
Pertama adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang

terus  menerus. Kedua, perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami
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istri sudah tidak ada harapan untk rukun kembali. dan Ketiga, pengadilan telah
berupaya mendamaikan suami istri tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sehingga antara Pengugat dan Tergugat dipandang
telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat
dan diakui Tergugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat
menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Dengan demikian unsur
pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari
perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat
telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan September 2022 dan telah
diupayakan oleh keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun, tetapi
upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah
terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan
sesuai ketentuan Pasal 31 PP No. | Tahun 1975, bahkan Majelis telah
mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA No. 1 Tahun
2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga
juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang penyebabkan perselisihan
dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam
hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi
hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan
timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu
sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah

yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan
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pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik
suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah menjadi pecah
(broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya
perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti
tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk cerai dengan Terggat patut
untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat
telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fighiyah dalam Kitab Figh
Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim
sebagai berikut :

o 6l plgy are gl Loy g 7o J)luol azg 1l casol 15l
wiolall Lgalln, 3iuzg §u el olall o wdlas Ol L joxu Laglisl
login DVl o8 szmeg rall s bl assl aalls

Artinya : Apabila seorang isteri mengugat suaminya telah memberikan
kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi
untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi isteri untuk
memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu
hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti

kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat
mengenai alasan perceraian telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah
sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim
sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan
Agama Samarinda adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud
Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun
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dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi
keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat dimediasi antara
Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan dalam hal pemeliharaan
dan nafkah anak, nafkah iddah dan harta bersama, maka kepada Penggugat
dan Tergugat dihukum untuk melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya
perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( EGcTcTGNG .
) i< hadap Penggugat, (I T-s'af);
3. Menetapkan anak bernama |} . '2hir di Samarinda,
tanggal 20 Februari 1995, | . 2hir di Samarinda, tanggal
30 Agustus 2005 |GG - di Samarinda, tanggal

18 Maret 2013 berada di bawah hadhanah Penggugat, dengan memberikan
akses kepada Tergugat untuk bertemu ketiga anak tersebut;

4, Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah kedua anak
tersebut melalui Penggugat sebesar Rp. 30. 000. 000 (sepuluh juta rupiah)
setiap bulannya sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat
Nafkah iddah sebesar Rp. 15. 000. 000 (lima belas juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama kepada
Penggugat dan anak-anaknya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan
bersama tanggal 4 Oktober 2022;

7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp
195. 000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
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Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Samarinda pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 Masehi
bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1444 Hijriah oleh Drs. H.
Taufikurrahman, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H.,,dan
Rusdiana, S. Ag., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
tersebut diucapkan pada hari itu juga, hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022
Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiulawal 1444 Hijriah dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,
dan didampingi oleh Mahriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Drs. H. Ibrohim, M.H., Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag.
Hakim Anggota,

Rusdiana, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Mabhriani, S.Ag

Perincian biaya :
1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 75.000,00
4 Biaya PNPB Rp 20.000.00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah )
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